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ABSTRAK 

DISPARITAS KEUANGAN DAERAH DI PULAU JAWA DAN 

SUMATERA 

Oleh: 

Wenda Indriyani; Azwardi; Feny Marissa 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar disparitas keuangan 

daerah di Pulau Jawa dan Sumatera, serta menganalisis pengaruh jumlah 

penduduk yang bekerja dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap disparitas 

keuangan daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 2010-2021, 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode dalam penelitian ini 

menggunakan perhitungan Indeks Williamson dan Regresi Linear Berganda 

(Ordinary Least Square). Hasil perhitungan Indeks Williamson menunjukkan 

disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa masih tinggi, sedangkan pada Pulau 

Sumatera menunjukkan disparitas sedang. Sementara hasil regresi linear berganda 

pada Pulau Jawa menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk yang bekerja 

berpengaruh negatif signifikan, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 

tidak berpengaruh terhadap disparitas keuangan daerah. Adapun hasil regresi 

linear berganda pada Pulau Sumatera menunjukkan variabel jumlah penduduk 

yang bekerja tidak berpengaruh, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap disparitas keuangan daerah. 

 

Kata Kunci: Disparitas Keuangan Daerah, Jumlah Penduduk yang Bekerja, 

Dana Alokasi Umum (DAU), Indeks Williamson 
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ABSTRACT 

REGIONAL FINANCIAL DISPARITIES IN JAVA AND SUMATRA 

By: 

Wenda Indriyani; Azwardi; Feny Marissa 

This study aims to determine the degree of regional financial disparities in Java 

and Sumatra, and analyze the effect of the employment and the block grant on 

regional financial disparities in Java and Sumatra. The secondary data used in 

this study is time series data from 2010 to 2021, obtained from the Central 

Statistics Agency (BPS). The methods in this study used the calculation of the 

Williamson Index and multiple linear regression (Ordinary Least Square). The 

results of the Williamson Index calculation showed that regional financial 

disparities in Java were still high, although Sumatra showed moderate 

disparities. Meanwhile the results of multiple linear regression in Java and the 

employment variable revealed a significantly negative effect, in addition the 

block grant variable has no effect on regional financial disparities. As a results of 

multiple linear regression in Sumatra, the variable identified as the employment 

variable has no effect, moreover the block grant variable also showed a 

significantly negative effect on regional financial disparities.  

Keywords: Regional Financial Disparities, Employment, Block Grant, 

Williamson Index 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses pembangunan ekonomi di Indonesia, pada awalnya menggunakan 

pandangan dari efek trickle down yang diungkapkan oleh Hirschman pada tahun 

1950-an. Pandangan dari efek trickle down ini mengungkapkan, bahwa 

pembangunan ekonomi yang berpusat di suatu wilayah atau daerah tertentu dapat 

memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi di wilayah lainnya. Efek 

trickle down ini banyak dipraktikkan oleh negara-negara berkembang, salah 

satunya negara Indonesia. Hal ini menginterpretasikan bahwa pembangunan yang 

dipusatkan pada pusat pemerintahan diharapkan dapat memberikan efek yang 

baik pada kegiatan perekonomian wilayah atau daerah sekitarnya dan mengurai 

terjadinya ketimpangan (Julio et al., 2019).  

Pusat pembangunan di Indonesia pada mulanya hanya berfokus pada 

wilayah Pulau Jawa dengan mengadopsi pandangan dari efek trickle down, hal 

tersebut diharapkan dapat mewujudkan perekonomian yang mengalir dan tumbuh 

pada pulau atau wilayah lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya, perekonomian 

pulau lain belum kunjung mengalami pergerakan yang signifikan sesuai yang 
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diharapkan oleh pemerintah, ketimpangan masih terjadi dan semakin membesar. 

Pada akhirnya untuk mengatasi masalah ketimpangan tersebut, pemerintah pusat 

mengeluarkan kebijakan kepada masing-masing daerah di Indonesia dengan 

menetapkan otonomi daerah. Otonomi daerah ditetapkan berdasarkan Undang-

Undang No.22 Tahun 1999.   

Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah 

dalam mengelola keuangannya sendiri dan menghimpun sumber-sumber yang 

potensial dalam proses pembangunan di daerahnya, sehingga tidak menyebabkan 

ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Menurut Rahmadi (2011), 

otonomi daerah ingin mencapai beberapa tujuan, yaitu memberikan peningkatan 

kualitas serta kuantitas dari pelayanan publik, meningkatkan laju kesejahteraan 

masyarakat, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan 

sumber daya. Tujuan pokok otonomi daerah selaras dengan pelaksanaan 

pembangunan, yaitu salah satunya untuk meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi dan mengurangi disparitas atau ketimpangan di suatu daerah.  

Sejalan dengan adanya otonomi daerah, terjadi desentralisasi yang 

menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan perekonomian termasuk 

menyusun program pembangunan di daerah yang dilimpahkan dari pusat kepada 

daerah otonom. Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan 

otonomi daerah di Indonesia. Sama halnya dengan otonomi daerah, desentralisasi 

fiskal pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dari segi 

fiskal (Christia & Ispriyarso, 2019). 



19 
 

Keuangan daerah memegang peranan yang penting dalam proses 

pembangunan ekonomi dan harus diperbaiki serta ditingkatkan. Kemampuan 

daerah dalam mengelola keuangan inilah yang diharapkan mampu digunakan 

untuk menggali dan memanfaatkan berbagai potensi sumber keuangan. 

Ketersediaan keuangan sebagai sumber pembiayaan akan mempercepat 

petumbuhan ekonomi dan mengentaskan permasalahan ketimpangan yang terjadi 

antar wilayah. Kebijakan desentralisasi fiskal berperan dalam mengurangi 

ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah (Arafia 

& Firman, 2011).   

Pulau Jawa dan Sumatera merupakan penyumbang pertumbuhan 

perekonomian terbesar, apabila dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. 

Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 58,75 persen dan 

pertumbuhan ekonomi pada Pulau Sumatera sebesar 21,39 persen, keadaan ini 

menunjukkan bahwa kedua pulau tersebut memiliki keunggulan dan kualitas 

yang sudah cukup baik (Statistik, 2020). Pulau Jawa dan Sumatera terus berupaya 

memperbaiki keuangan daerahnya dan menggali sumber-sumber keuangan yang 

potensial guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal, serta 

dapat mengejar laju percepatan pembangunan ekonomi, sehingga dapat terhindar 

dari masalah ketimpangan atau kesenjangan khususnya dari sisi fiskal. Keadaan 

keuangan di Pulau Jawa dan Sumatera dapat dilihat dari sisi penerimaan daerah, 

yang tertuang dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).  
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Tabel 1.1 Total Penerimaan di Pulau Jawa (Rupiah) 

No Nama Provinsi 2017 2018 2019 

1 DKI Jakarta 73.535.704.732 78.671.227.891 74.077.190.725 

2 Jawa Barat 35.512.081.597 36.482.714.855 39.199.187.033 

3 Jawa Tengah 24.349.750.271 26.231.235.039 27.490.556.740 

4 DI Yogyakarta 5.279.617.119 5.790.570.834 6.173.815.388 

5 Jawa Timur 31.851.419.352 35.289.761.233 38.411.057.610 

6 Banten 10.265.222.255 11.072.775.454 12.281.829.272 

Pulau Jawa 180.793.795.326 193.538.285.306 197.633.636.768 

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 2022  

 Tabel 1.1 menunjukkan APBD dari sisi penerimaan selama periode tahun 

2017-2019 di Pulau Jawa mengalami peningkatan yang signifikan. Total 

penerimaan tertinggi pada Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 197.633.636.768 terjadi 

pada tahun 2019. Penyumbang penerimaan total terbesar untuk  Pulau Jawa 

masih didominasi oleh provinsi-provinsi besar yaitu, Provinsi DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Total penerimaan terbesar pada Pulau Jawa 

diperoleh dari Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Indonesia, 

karena pada dasarnya kegiatan perekonomian yang berpusat pada Provinsi DKI 

Jakarta menyebabkan penerimaan per tahun pada provinsi ini besar.  

Total penerimaan  pada Pulau Sumatera yang terlihat pada Tabel 1.2, 

mengalami peningkatan yang cukup baik pada setiap tahunnya, yaitu dengan total 

penerimaan tertinggi sebesar Rp. 81.366.014.897 dicapai pada tahun 2019 
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dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu, tahun 2017 dan 2018. Pada Pulau 

Sumatera provinsi dengan pencapaian tertinggi dengan total penerimaan sebesar 

Rp. 18.709.339.756 diperoleh oleh Provinsi Aceh. 

Tabel 1.2 Total Penerimaan di Pulau Sumatera (Rupiah) 

No. Nama Provinsi 2017 2018 2019 

1 Aceh 14.813.722.417 15.335.355.058 18.709.339.756 

2 Sumatera Utara 13.402.544.408 13.544.555.111 14.060.766.196 

3 Sumatera Barat 6.363.961.132 6.822.711.714 6.954.111.878 

4 Riau 9.247.194.354 8.537.822.915 8.771.607.066 

5 Kepulauan Riau 3.525.102.410 3.499.838.267 4.046.212.153 

6 Jambi 4.583.486.208 4.869.536.536 5.244.689.781 

7 Bengkulu 3.243.391.495 3.202.896.451 3.147.376.155 

8 Sumatera Selatan 8.260.827.598 9.182.300.411 9.953.600.860 

9 Lampung 7.017.854.660 7.633.025.849 7.481.834.728 

10 Kep. Bangka Belitung 2.468.716.679 2.666.616.227 2.996.476.324 

           Pulau Sumatera 72.926.801.361 75.294.658.539 81.366.014.897 

Sumber:Badan Pusat Statistik, data diolah 2022 

Berdasarkan penjelasan dari Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan 

fenomena bahwa kondisi keuangan daerah yang tertuang dalam APBD pada sisi 

penerimaan periode tahun 2017-2019 di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera cukup 

baik, karena mengalami peningkatan setiap tahun. Kedua pulau menunjukkan 

beberapa provinsi yang mendapatkan penerimaan yang lebih kecil dibandingkan 

provinsi lainnya, mengindikasikan bahwa total penerimaan di Pulau Jawa dan 

Sumatera masih tidak merata walaupun kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal sudah berjalan cukup lama. Perbedaan keberadaan sumber 

dan potensi pada masing-masing daerah menjadikan penerimaan yang diperoleh 

suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan yang mencolok 

(Rohima, 2009). 
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Pemerintah pusat serta pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera 

terus berupaya dalam menggali potensi-potensi sumber daya keuangannya 

sehingga tidak memunculkan permasalahan disparitas atau ketimpangan. 

Ketidakmampuan yang dimiliki oleh beberapa daerah akan menyebabkan tingkat 

pencapaian penerimaan yang berbeda pula. Ketidakmampuan tersebut yang pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya disparitas atau ketimpangan antar daerah dalam 

mengelola serta memungut sumber penerimaan mereka (Rahmadi, 2011).  

Fiscal imbalance atau ketidakseimbangan fiskal merupakan fenomena 

yang terjadi ketika tidak ada keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Ketimpangan atau disparitas fiskal terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu ketimpangan fiskal vertikal (Vertical Fiscal Imbalance) dan 

ketimpangan fiskal horizontal (Horizontal Fiscal Imbalance) (Dahlby, 2005). 

Ketika tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dari tingkat pemerintahan 

yang lebih tinggi, yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat terhadap 

pemerintahan yang lebih rendah, yaitu pemerintah daerah disebut dengan 

ketimpangan fiskal vertikal. Sedangkan perbedaan kemampuan keuangan yang 

terjadi pada tingkat pemerintahan yang sama atau antar pemerintah daerah 

disebut sebagai ketimpangan fiskal horizontal  (Putro, 2016). 

Disparitas atau ketimpangan merupakan hal umum yang sering terjadi, 

khususnya di Indonesia. Ketimpangan dapat terjadi karena setiap daerah memiliki 

perbedaan potensi. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera merupakan pulau dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan penyumbang perekonomian yang sudah 

cukup baik di Indonesia. Walaupun demikian, hal tersebut tidaklah menjamin 
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kedua pulau bebas dari masalah disparitas keuangan, hal tersebut menarik minat 

peneliti untuk memilih Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.  

 Berdasarkan penelitian Sriyana (2011), Pujawati et al., (2019), dan 

penelitian yang dilakukan oleh Boadway & Tremblay (2010), hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja atau tenaga kerja dapat 

mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dengan peningkatan pajak yang 

dapat mengurangi transfer dari pusat ke daerah. Jumlah penduduk pada dasarnya 

berkaitan erat dengan proses perekonomian dan pembangunan, pertumbuhan 

jumlah penduduk yang tinggi akan berpengaruh pada ruang lingkup ekonomi.  

 Jumlah penduduk pada sisi penerimaan akan mengakibatkan berbagai 

kemungkinan, yang pertama ketika struktur jumlah penduduk yang tidak 

produktif di suatu negara bertambah maka penerimaan di suatu negara juga akan 

cenderung menurun. Penurunan struktur jumlah penduduk yang bekerja (labor 

force) akan berakibat pada penurunan tingkat tabungan masyarakat dan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan rasio ketergantungan pada pemerintah.  

 Penurunan labor force (penduduk yang bekerja) akan memperlambat 

pertumbuhan ekonomi, yang berpengaruh terhadap penurunan tax base (dasar 

pengenaan pajak) dan pada akhirnya penerimaan pajak mengalami penurunan. 

Keadaan sebaliknya terjadi ketika, struktur jumlah penduduk produktif 

mengalami peningkatan, dapat menyebabkan potensi peningkatan penerimaan 

pajak yang akan mengakibatkan peningkatan penerimaan daerah. Hal tersebut 

dapat menunjukkan jika suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang 
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banyak dan semua penduduknya produktif dibandingkan dengan daerah lain, 

dimana jumlah penduduknya lebih banyak namun tidak produktif maka dapat 

memunculkan masalah disparitas atau ketimpangan (Sriyana, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohima (2009), Suyanto (2017), 

Sriningsih & Yasin (2009), dan Herdiyana (2019), menyatakan bahwa 

permasalahan ketimpangan keuangan antar daerah dapat diatasi dengan 

pemberian dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu pemberian Dana Alokasi 

Umum (DAU). Dana Alokasi Umum diperlukan sebagai upaya dalam pemerataan 

disparitas antar daerah sekaligus berpengaruh kuat dalam mengurangi disparitas 

keuangan antar daerah.  

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan dari latar belakang tersebut, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa disparitas keuangan daerah terkhusus pada Pulau 

Jawa dan Pulau Sumatera masih saja terjadi, dan dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk yang bekerja serta dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana 

Alokasi Umum (DAU). Penting dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui bagaimana disparitas keuangan daerah yang terjadi di Pulau Jawa dan 

Pulau Sumatera serta menganalisis bagaimana pengaruh dari jumlah penduduk 

yang bekerja dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap disparitas keuangan 

daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan Sumatera? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan Dana Alokasi 

Umum (DAU) terhadap disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan 

Sumatera?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui seberapa besar disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa dan 

Sumatera. 

2. Menganalisis pengaruh dari jumlah penduduk yang bekerja dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) terhadap disparitas keuangan daerah di Pulau Jawa 

dan Sumatera. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

bagi penulis dan pembaca, serta diharapkan juha dapat menjadi bahan kajian, 

informasi dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan konsentrasi keuangan daerah. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak 

pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera dalam memahami bagaimana 

permasalahan disparitas atau ketimpangan yang terjadi khususnya dari segi 
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keuangan atau fiskal, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk 

mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut.  
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